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KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYA

DPRD KABUPATEN BALANGAN
SI KALIMANTAN SELATAN

T DAERAH

PIMPINAN
PROVIN

KABUPATEN BALANGAN
NOMOR : 188.4/24/ DPRD-BLG /2021
TENTANG
PELAKSANAAN PEMBICARAAN TINGKAT 1

DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN BALANGAN
TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BALANGAN,

a. bahwa sehubungan telah dilaksanakannya Rapat Paripurna

DPRD Kabupaten Balangan Dengan Acara Penyampaian
Kepala Daerah, Pandangan Umum Fraksi-Fraksi DPRD, dan
Tanggapan dan/atau Jawaban Bupati Balangan Terhadap
Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi DPRD atas Rancangan
Peraturan Daerah Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Kabupaten Balangan Tahun Anggaran 2022, yang akan
dilanjutkan dengan pembahasan terhddap Rancangan Peraturan
Daerah tersebut, maka dipandang perlu untuk menetapkan
Pelaksanaan Pembicaraan Tingkat 1 Terkait Rancangan
Peraturan Daerah Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Kabupaten Balangan Tahun Anggaran 2022 ;

. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud

huruf a, perlu ditetapkan dalam Keputusan Pimpinan Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah.

. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan

Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Propinsi
Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2003 Nomor 4265, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4286);

- Undang - undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan

Negara ( Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4286);

- Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan ¢
Negara Republik Indonesia tahun 2?)11 non%or 12( %:r;né’:;zﬁ
Lembamn Negara Republik Indonesia Nor;mr 5234)
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15
Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor

NTANG ANGGARAN PENDAPATAN
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12 Tah
unda ng:: (23” gentang Pembentukan Peraturan Perundang-
embaran Negara Republik Indonesia tahun 2019

nomor 183 |
Nomor 639’8;1:ambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

4. g:gng— Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis
yarawatan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan
Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (
Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568)
sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-
Undang Nomor 17  Tahun 2014 tentang Majelis
Permusyarawatan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan
Perwakilan Dacrah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
(l.embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 29,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

6187),

mor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 53587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan
Undang-Undang Rl Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan
Kedua Atas Undang-Undang Rl Nomor 23 Tahun 2014

tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Undang-Undang No

omor 18 Tahun 2017 tentang Hak
rasi Pimpinan dan Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah ( Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6057);

6. Peraturan Pemerintah N
Keuangan dan Administ

7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman
Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakvat Daerah (
Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6197);

8 Peraturan Pemenntah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah ( Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42. Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6322),

9 Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah ( Benta Negara
Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 680 ) sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor
120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri
PDal;rrjl( I;Jielﬁ\eri nl?)mor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan

rodu cum Daerah ( Benta Ne g 1k
T );( egara Republik Indonesia

10. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 4 Tahun 2017

f:ﬂtgagrzﬁa HIz)xk Keuangan dan Admunistratif Pimpinan dan
ew ,e ’

il an Perwakilan Rakyat Daecrah  Kabupaten

Kasubag |Rabag { Sekwan

FIT 4

v
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de , sebagaimana

Rakyat Daerah K b €ngan Peraturan Dewan Perwakilan

Tentang Perubaha. 12" Balangan Nomor 1 Tahun 2020

Rakyat Dacrah ](an kedua Atas Peraturan Dewan Perwakilan

Tentang Tat .].abumw“ Balangan Nomor 01 Tahun 2020

Kab a Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
abupaten Balangan

:}f:j;pmzirl[z;;;nnl; ]l"cn;yampman ’Raperda Anggaran
Tahun Ars : elanja l)aerah‘habupatcn Balangan
un Anggaran 2022, Tanggal 27 September 2021

- Rapat Panipurna Pandangan Umum Fraksi-Fraksi DPRD
Terhadap Raperda Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Kabupaten Balangan ‘Tahun Anggaran 2022,
Tanggal 27 September 2021 ;

- Rapat Panipurna Tanggapan dan/atau Jawaban Bupati
Balangan Terhadap Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi
DPRD Atas Raperda tentang Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Kabupaten Balangan Tabhun Anggaran
2022, Tanggal 27 September 2021.

MEMUTUSKAN

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DALRAH KABUPATEN BALANGAN  TENTANG
PELAKSANAAN PEMBICARAAN TINGKAT I TERKAIT
RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANIA DAERAH
KABUPATEN BALANGAN TAHUN ANGGARAN 2022,

Pelaksanaan Pembicaraan Tingkat 1 Terkant Rancangan
Peraturan Daerah Kabupaten Balangan tentang Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Balangan Tahun
Anggaran 2022 dilaksanakan sesuai dengan Ketentuan

peraturan perundang-undangan |

Pembicaraan Tingkat 1 sebagaimana DIKTUM KESATU
dinyatakan selesa1 apabila proscs pembahasan rancangan
Peraturan Daerah telah mencapai Persetujuan Bersama antara
Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan
Tim Anggaran Pemerintah  Daerah, untuk  selanjutnya
diteruskan dengan Pembicaraan Tingkat 11 |

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Paringin
pada tanggal : 27 September 2021

DEWAN PERWAKHA AN RAKYAT DAERAH
KABUPA’ BALANGAN

Wakil Ketua,

M. IFDALI, S.Sos . TAMJID
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